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PEMEKARAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN PANGSA 
PASAR IMPOR ILEGAL MALAYSIA DI KOTA TARAKAN 
Dalam penulisan bab ini penulis akan memulai dengan menjelaskan 
mengenai proses dan alasan terbentuknya provinsi Kalimantan Utara hingga 
menjelaskan bagaimana produk impor ilegal khususnya dari Malaysia beredar 
dengan bebas di pasaran Kota Tarakan. Pemekaran Provinsi Kalimantan Utara 
merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah dalam mengatasi 
permasalahan perbatasan yang sebelumnya merupakan bagian dari daerah 
Kalimantan Timur. Setelah menjelaskan gambaran mengenai pemekaran Provinsi 
Kalimantan Utara, selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana salah satu 
permasalahan perbatasan yang terjadi di Kota Tarakan yaitu perdagangan impor 
ilegal. 
2.1 Peran Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi Pemekaran 
Pada tanggal 25 Oktober 2012, telah dilakukan rapat parnipurna Dewan 
Perwakilan Rakyat RI yang membahas mengenai Daerah Otonom Baru (DOB). 
Dalam rapat parnipurna tersebut, menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat 5 
Daerah Otonom Baru (DOB) yang disepakati oleh pemerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat RI yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pangandaran di 




Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak di 
Provinsi Papua Barat.33 
Kalimantan Utara adalah salah satu dari DOB yang merupakan sebuah 
provinsi di Utara pulau Kalimantan, dimana letak provinsi tersebut berbatasan 
langsung dengan negara Malaysia bagian Sabah dan Serawak. Provinsi ini 
merupakan pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah dari Provinsi Kalimantan 
Timur. Proses pengesahan dari pemekeran kedua provinsi ini cukup terbilang lama, 
karena perencanaannya telah dilakukan sejak tahun 2000-an namun baru 
terealisasikan setelah disetujui oleh pemerintah dalam rapat parnipurna Dewan 
Perwakilan Rakyat RI tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 
Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Tanggal 25 Oktober tersebut 
juga menjadi hari jadi provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-34 di 
Indonesia.34 
Letak geografis Kalimantan Utara berada di posisi yang strategis dan 
menguntungkan karena berada di jalur Alur Laut Kawasan Indonesia II (ALKI II). 
Dikatakan strategis karena ALKI II menjadi kawasan pusat ekonomi dunia masa 
depan atau pacific rim dan juga merupakan lintasan laut perdagangan internasional 
karena daerah tersebut sering dilewati kapal-kapal dari perairan Indonesia ke alur 
internasional yang meliputi kawasan Malaysia, Filipina, Brunei, Singapora, dan 
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negara-negara ASEAN, serta negara-negara Asia Pasifik seperti Hongkong, China, 
Korea Selatan dan Jepang.35  
Selain berada di posisi yang strategis, provinsi Kalimantan Utara yang 
terbilang muda juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti 
batu bara, emas, minyak, gas dan sumber energi air yang dapat digunakan untuk 
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).36 Potensi daerah yang melimpah ini 
nantinya dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk berinvestasi. Dibalik potensi 
daerah yang dapat memajukan provinsi baru tersebut, Kalimantan Utara juga 
mengalami beberapa masalah akibat posisi geografisnya yang berada di kawasan 
perbatasan, salah satu permasalahan perbatasan tersebut adalah perdagangan ilegal. 
Pembentukan provinsi ke-34 ini, selain untuk memanfaatkan potensi di 
daerah tersebut, juga untuk memperkuat kawasan perbatasan Indonesia. Perbatasan 
menjadi hal yang perlu diperhatikan karena menjadi wajah bagi suatu negara. 
Pemerataan pembangunan hingga ke kawasan perbatasan perlu dilakukan agar 
garda terdepan Indonesia ini nantinya dapat mempertahankan keutuhan NKRI, dan 
juga dapat dijadikan branding bagi Indonesia dalam mempromosikan daerahnya. 
Apabila kawasan perbatasan tidak mendapatkan penjagaan maksimal, akibat dari 
kurang meratanya sarana maupun pra sarana seperti yang ada di daerah pusat, 
tentunya nanti akan mempengaruhi keamanan nasional negara tersebut. Salah satu 
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dampak buruk dari hal tersebut adalah potensi hilangnya wilayah teritorial 
Indonesia. 
Secara geografis, Indonesia memiliki perbatasan langsung jalur darat 
dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Pada 
jalur perairan, Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, 
Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor 
Leste.37 Indonesia sebagai negara maritim perlu bekerja lebih keras dalam 
mempertahankan wilayah territorialnya. Kondisi Indonesia yang berbentuk 
kepulauan, menjadi salah satu pemicu rawan kehilangan wilayah territorialnya 
terutama pulau-pulau kecil atau daerah-daerah yang tersebar hingga keperbatasan. 
Pengembangan yang kurang maksimal pada daerah tertinggal seperti di 
perbatasan, juga menjadi salah satu penyebab hilangnya beberapa wilayah 
territorial Indonesia. Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi salah satu contoh 
kasus akibat kelalaian pemerintah dalam merawat perbatasan negaranya, sehingga 
kepemilikan 2 pulau tersebut berpindah ke negara Malaysia. Luas wilayah 
territorial yang berkurang ini tentunya akan mempengaruhi keamanan nasional 
Indonesia. 
  Pembentukan provinsi Kalimantan Utara ini diharapkan pemerintah dapat 
mengurangi potensi ancaman hilangnya wilayah teritorial Indonesia lagi, baik pada 
daratan maupun laut seperti kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dengan 
dijadikannya Kalimantan Utara sebagai sebuah provinsi, penjagaan perbatasan 
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Indonesia-Malaysia akan lebih mudah karena letak provinsi baru ini berbatasan 
langsung dengan Malaysia. Pemerintah disana tentunya juga mengetahui 
bagaimana strategi yang tepat dalam memperkuat kawasan perbatasan tersebut. 
Pembentukan provinsi ini juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam kasus 
penyeludupan yang sering terjadi di wilayah utara Kalimantan Timur. Sebelum 
dilakukannya pemekaran, perdagangan secara ilegal sering terjadi di wilayah 
tersebut, baik itu berupa produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman 
dan pakaian hingga illegal logging akibat luas wilayah yang diamankan tidak 
sebanding dengan terbatasnya personil serta sarana dan prasana yang tersedia. 
Dapat dikatakan bahwa permasalahan perdagangan ilegal bukan menjadi masalah 
baru lagi dalam kawasan perbatasan wilayah Kalimantan Utara yang hanya 
memiliki 1 kota dan 4 kabupaten ini. Kota Tarakan menjadi salah satu dari daerah 
yang sering dijadikan sebagai akses masuknya barang impor secara ilegal. 
2.2 Kota Tarakan sebagai Pintu Masuk Produk Impor Ilegal Malaysia. 
Pulau Kalimantan termasuk dalam kawasan perbatasan darat di Indonesia, 
yang tersebar di 3 provinsi yaitu Kalimantan Barat, Timur, dan Utara. Posisi 
geografis yang berhadapan dengan wilayah territorial kedaulatan negara tetangga 
tersebut, dapat menjadikan wilayah perbatasan negara digolongkan sebagai 
kawasan yang sangat strategis. Dalam sudut pandang pertahanan-keamanan, selain 
menjadi bagian integral territorial NKRI yang harus dijaga dan dipertahankan, 
kawasan perbatasan juga dapat menjadi pintu gerbang masuknya hal-hal dari luar 
ke dalam negara. Sedangkan dalam sudut pandang ekonomi-perdagangan, dengan 




perdagangan di kawasan ini akan mudah dan cepat sehingga meningkatkan kegiatan 
produksi dan juga pendapatan baik untuk daerah maupun masyarakatnya.38 
Kota Tarakan berawal dari perkampungan kecil yang didiami oleh para 
nelayan, kemudian berkembang menjadi kota setelah dilakukan eksploitasi minyak 
bumi oleh perusahaan perminyakan milik Pemerintah Hindia Belanda Bataafsche 
Pettroleum Maatschappij (BMP) pada tahun 1896. Seiring dengan meningkatnya 
aktifitas eksploitasi tersebut, penduduk dari daerah sekitar maupun dari luar mulai 
berdatangan, baik itu tenaga kerja yang dibawa oleh Belanda ataupun yang hanya 
ingin mencari rejeki di Kota Tarakan. Kemudian Kota Tarakan resmi ditetapkan 
sebagai Kotamadya pada tanggal 15 Desember 1997 berdasarkan Undang-Undang 
RI No. 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tarakan. Tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari jadi Kotamadya Tarakan. 
Penyebutan Kotamadya kemudian diganti menjadi Kota Tarakan pada tahun 1999 
sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.39 
Kota Tarakan merupakan satu-satunya kota besar di provinsi Kalimantan 
Utara, yang letaknya terpisah dari pulau induk Kalimantan dengan luas daratan 
sekitar 250,8 km2 dan sisanya sekitar 406,53 km2 berupa lautan. Sebelum terpisah 
dari provinsi Kalimantan Timur, Kota Tarakan menjadi pusat pengembangan 
wilayah terpadu pembangunan bagian utara. Dalam hal ini, Kota Tarakan menjadi 
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penggerak pertumbuhan di wilayah utara provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi 
Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Tana Tidung, Bulungan, Nunukan, dan 
sekitarnya.  
Letak geografisnya sebagai pusat transportasi udara maupun laut di 
Kalimantan Utara, menjadikan Kota Tarakan sebagai pintu gerbang utama dalam 
lalu lintas pelayaran dan penerbangan sertan menjadi pusat perekonomian dan jasa 
yang ada di wilayah tersebut. Kota Tarakan sebagai penggerak pertumbuhan di 
Kalimantan bagian utara, menjadikan kota ini sebagai kota transit baik itu untuk 
manusia, barang maupun jasa sebelum menyebar atau didistribusikan ke daerah 
hinterland40nya seperti Kabupaten Nunukan, Bulungan dan Malinau, sehingga 
Kota Tarakan tidak hanya menjadi pusat transit perdagangan internasional antara 
Indonesia-Filipina-Malaysia, tetapi juga bisa menjadi pusat transit antar pulau di 
Kalimantan Utara.41 
Pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan dipengaruhi beberapa sektor yang 
dominan yaitu sektor perdagangan, perikanan dan pertambangan. Sektor 
perdagangan menjadi sektor paling dominan dikarenakan sebagian besar wilayah 
Kota Tarakan merupakan daerah perkotaan yang memiliki sarana dan prasarana 
yang memadai, hal inilah yang menjadi basis bagi perdagangan dan industri. Letak 
geografis yang strategis juga menjadi salah satu faktor dominannya sektor 
perdagangan, sehingga sebagian penduduknya lebih banyak bekerja pada sektor 
pedagangan dibandingkan dengan sektor lainnya.42 
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Secara geografis, Kota Tarakan tidak termasuk dalam wilayah perbatasan 
langsung dengan negara tetangga. Posisi Kota Tarakan yang menjadi pusat serta 
pintu gerbang di Kalimantan Utara, membuat kota dengan julukan Bumi Paguntaka 
ini rawan dalam permasalahan yang sering terjadi di kawasan perbatasan. Kota 
Tarakan yang menjadi pintu gerbang Kalimantan Utara, sangat rentan terhadap 
tindak pidana seperti perdagangan ilegal, pembalakan liar, perdagangan manusia, 
peredaran obat-obat terlarang, terorisme dan lain-lain.  
Gambar 2.1 Peta Perbatasan Kalimantan Utara dengan Negara Tetangga43 
 
Sumber: Tribunnews.com 
Dalam penelitian ini, perdagangan ilegal menjadi permasalahan yang masih 
berlangsung di Kota Tarakan. Kondisi Kota Tarakan yang dikelilingi laut, 
memudahkan para pelaku untuk membuat jalur perlintasan batas yang ilegal. 
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Perlintasan ilegal ini nantinya dimanfatkaan para oknum pedagang untuk 
menyeludupkan barang dagangan mereka. 
Perdagangan lintas batas merupakan salah satu kegiatan yang sering 
dilakukan oleh para pelaku usaha di perbatasan guna meningkatkan pendapatan 
mereka. Pada dasarnya, produk dari perdagangan lintas batas tersebut dapat 
berstatus legal apabila produk luar tersebut masuk ke pasar Indonesia melalui jalur 
legal yang telah ditetapkan. Namun tak jarang, banyak ditemui pedagang yang 
menggunakan jalur ilegal untuk membawa barang dagangan dari luar dan kemudian 
menjualnya di pasar Indonesia. 
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Borneo Tarakan, di tahun 
2012 saja total nilai barang yang diperdagangkan di Kota Tarakan melalui 
pelabuhan tidak berizin mencapai 24,32 Miliar. Selain merugikan negara dari aspek 
ekonomi karena tidak ada pajak yang masuk akibat masuknya barang secara ilegal, 
para pelaku usaha lokal mengalami kerugian. Kerugian yang dialami akibat produk 
yang mereka jual tidak mampu bersaing dengan produk impor ilegal yang beredar 
di pasaran. Masih tingginya demand terhadap barang impor oleh masyarakat Kota 
Tarakan, membuat para pedagang mencari jalan pintas untuk menyediakan barang 
impor tersebut secara ilegal. Hal ini tentunya akan mempengaruhi perekonomian 
Kota Tarakan karena pemasukan pendapatan daerah berkurang akibat maraknya 
peredaran barang secara ilegal. 44 
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Dalam kasus ini, terdapat 2 jalur yang digunakan oleh para pedagang yang 
membawa barang impor secara ilegal ke pasar Tarakan, yaitu jalur langsung dan 
jalur tidak langsung. 
Jalur langsung merupakan jalur dimana para pedagang melakukan transaksi 
pembelian barang impor langsung ke Pasar Besar Tawau atau yang lebih dikenal 
dengan Pasar Tanjung. Jalur langsung ini merupakan jalur resmi yang telah 
ditetapkan semenjak adanya pembukaan jalur penerbangan langsung antar Kota 
Tarakan dengan Bandar Tawau dan juga jalur resmi untuk perdagangan melalui 
laut. Tawau merupakan salah satu bagian wilayah dari negeri Sabah yang 
berbatasan dengan Kota Tarakan dan kabupaten Nunukan. Perjalanan dari Kota 
Tarakan ke Tawau bisa ditempuh melalui jalur udara dan laut, akan tetapi para 
pedagang yang menggunakan jalur langsung biasanya lebih memilih menggunakan 
transportasi laut untuk sampai ke Tawau.45 
Pedagang yang menggunakan jalur udara, akan menemui harga tiket 
pesawat Tarakan-Tawau yang bisa mencapai kisaran Rp. 1.000.000-an untuk sekali 
jalan, sedangkan jika menggunakan kapal kurang lebih hanya berkisar Rp. 450.000. 
Selain pertimbangan harga yang lebih murah, para pedagang memilih jalur laut 
karena jarak antara pelabuhan ke Pasar Tanjung Tawau lebih dekat dibandingkan 
dari Bandara Udara Tawau. Namun tak jarang ditemui juga beberapa pedagang 
yang menggunakan kapal sendiri atau menyewa untuk pergi ke Tawau. Ukuran 
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kapalnya bervariasi, mulai dari kapal kecil yang muatannya berkisar 5-7 ton hingga 
kapal yang berukuran besar dengan muatan bisa mencapai 30 ton.46 
Pasar Tanjung merupakan pasar indoor yang terbesar di Malaysia. Seperti 
keadaan pasar pada umumnya, Pasar Tanjung diisi dengan berbagai macam 
kebutuhan, mulai dari bahan-bahan sembako, barang kebutuhan rumah tangga 
hingga kerajinan dari kayu yang biasa dijadikan sebagai souvenir. Letak pasar yang 
berada di depan pelabuhan yang menurunkan penumpang dari Indonesia, membuat 
Pasar Tanjung menjadi tempat yang sering dipilih oleh para pedagang perbatasan 
untuk melakukan perdagangan lintas batas.47 
Pasar Tanjung menjadi tempat yang dipilih pedagang dari Tarakan yang 
ingin membeli barang-barang Tawau secara langsung yang nantinya akan dijual 
kembali di pasar Tarakan. Barang-barang tersebut berupa kebutuhan sehari-hari 
mulai dari sembako, daging, buah-buahan, mie instan, deterjen, sabun mandi, 
parfum, gas elpiji 14kg, minuman seperti milo, creamer, teh, kopi, nestum, 
kemudian makanan seperti appolo, sosis, oat, dan berbagai produk olahan coklat 
yang biasanya dijadikan oleh-oleh jika berkunjung ke Kota Tarakan. 
Para pedagang yang melakukan proses pembelian secara langsung ini, 
biasanya merupakan pedagang besar yang memiliki kapal sendiri. Jalur yang 
mereka gunakan merupakan jalur resmi sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. Jalur yang telah ditetapkan itu merupakan jalur kepabean yang disahkan 
oleh Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan, yang juga dimasukkan kedalam 
                                                 
46 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borneo Tarakan, Op, Cit., hal. 49. 
47 Pasar Tanjung, Majlis Perbandaran Tawau, diakses dalam 




peraturan daerah Kota Tarakan nomor 15 tahun 2001. Jalur kepabean yang telah 
ditetapkan tersebut adalah tempat bongkar muat barang dari luar yang hanya bisa 
dilakukan di Pelabuhan Malundung dan Pelabuhan Feri Juata Laut, Tarakan. Akan 
tetapi, terdapat pengecualian bagi importir jika bongkar muatnya memakan waktu 
yang cukup lama, seperti bongkar muat batu bara. Kantor Bea dan Cukai Tarakan 
memberikan izin bongkar muat di luar kawasan pabean yang telah ditetapkan. Hal 
ini dilakukan agar tidak mengganggu kapal yang keluar-masuk dari kedua 
pelabuhan resmi tersebut.48 
Setelah proses bongkar muat di pelabuhan yang telah ditetapkan tersebut, 
para pedagang besar atau supplier yang membawa produk-produk dagang impor 
dari Pasar Tanjung, Tawau ini nantinya menjual kembali ke para pedagang kecil 
atau pengecer di pasar Tarakan. Dari para pedagang kecil inilah para konsumen 
membeli produk-produk impor made in Malaysia tersebut. Pembelian produk 
impor ini, biasanya lebih mudah didapatkan di Pasar Batu karena sebagian 
pedagang disana rata-rata menjual produk-produk impor baik digunakan untuk 
sehari-hari maupun untuk diperjual-belikan sebagai oleh-oleh. 
Tradisi belanja barang kebutuhan dari Tawau ini telah berlangsung sejak 
dulu, dimana ketika itu para penduduk Kota Tarakan pada umumnya masih bermata 
pencaharian sebagai nelayan. Selain memasarkan hasil lautnya di pasar Tarakan, 
para nelayan ini juga memasarkannya di pelelangan ikan Bandar Tawau. Setelah 
memasarkan hasil lautnya, muatan perahu yang kosong dijadikan kesempatan bagi 
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mereka untuk membawa aneka macam kebutuhan seperti sembako dan keperluan 
rumah tangga yang telah mereka beli sebelumnya dari Tawau untuk dijual lagi di 
Pasar Tarakan. Pada masa itu, perdagangannya masih dilakukan secara sembunyi-
sembunyi untuk menghindari kejaran para petugas keamanan perbatasan angkatan 
laut Indonesia dan Tentara Diraja Malaysia (TDRM). Pasca dibukanya jalur resmi 
baik melalui jalur udara maupun laut, transaksi perdagangan dilakukan di jalur 
resmi tersebut. Akan tetapi, masih ada saja beberapa pedagang yang tidak 
mengikuti peraturan yang ada.49 
Lokasi strategis antara Tarakan dengan Tawau ini menjadikan 2 kota beda 
negara ini sebagai mitra dalam banyak jenis perdagangan seperti makanan, produk 
lokal, pakaian, produk rumah tangga serta lainnya. Akan tetapi, produk dari Tawau 
tersebut tidak hanya bisa didapatkan melalui jalur langsung saja, tetapi juga dapat 
didapatkan melalui jalur tidak langsung atau disebut dengan “pelabuhan tikus”. 
Dimana jalur ini tidak langsung dari Tawau, melainkan melewati Nunukan atau 
Sebatik yang kemudian sampai di Kota Tarakan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil 
yang tidak berizin. Akibat dari kondisi Tarakan yang dikelilingi oleh laut inilah 
yang membuat mudahnya proses melalui “pelabuhan tikus” tersebut. 
Para pedagang yang menggunakan “pelabuhan tikus” untuk 
menyeludupkan barang-barang dari Malaysia biasanya merupakan pedagang yang 
memasok barang dengan skala lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang 
dari para supplier melalui pelabuhan kecil tak berizin yang susah untuk dideteksi 
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petugas karena letaknya yang sering berpindah-pindah. Salah satu alasan mereka 
lebih memilih jalur tidak resmi ini dikarenakan malas untuk mengurus prosedur 
administrasi barang impor seperti membayar cukai atau mendaftarkan barang impor 
mereka ke BPOM setempat agar barang-barang tersebut bisa legal jika dijual di 
pasaran.50 
Faktor lain dari masih adanya pedagang yang menggunakan jalur pelabuhan 
tak berizin ini adalah mereka tidak harus bongkar muat di pelabuhan resmi yang 
telah di tetapkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kota Tarakan 
merupakan daerah yang dikelilingi oleh laut, sehingga sangat rentan untuk 
dilakukannya tindak penyeludupan. Sebagian masyarakat Kota Tarakan bertempat 
tinggal di pinggir laut, seperti dari daerah Lingkas Ujung hingga Beringin. 
Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh beberapa oknum pedagang, 
dimana nantinya mereka berangkat menggunakan kapalnya sendiri atau kapal 
berukuran kecil, kemudian setelah membawa barang impor dari Tawau tersebut, 
mereka dapat langsung melakukan bongkar muat di belakang rumahnya. Hal inilah 
yang mengakibatkan sulitnya mendeteksi adanya penyeludupan barang secara 
ilegal di pasaran Kota Tarakan. 
                                                 
50 Wawancara penulis dengan Misran selaku Kasi Pengembangan Ekspor dan Sarana Distribusi 
Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tarakan, Tarakan, 14 Oktober 2018. 
